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A. Latar Belakang

Peningkatan kapasitas dan kapabilitas kinerja organisasi merupakan hasil yang
diharapkan pada reformasi birokrasi di area akuntabilitas. Untuk itu perlu adanya
pengukuran pada tiap sasaran strategis dengan indikator Kinerjanya agar dapat
diperoleh gambaran progres kerja yang mencerminkan kinerja instansi.

Pengadilan Agama Watampone senantiasa berupaya mengoptimalkan
pencapaian kinerja dan secara periodik menyusun laporan untuk memberikan
informasi kinerja yang terukur, serta pengungkapan yang memadai dari hasil analisis
terhadap pengukuran kinerja, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi sebagai upaya
perbaikan berkesinambungan dalam meningkatkan kinerja di waktu yang akan
datang.

Penyusunan LKjIP Pengadilan Agama Watampone mengacu pada Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah, dan secara teknis berpedoman pada Peraturan Kementerian PAN dan RB
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Pengadilan Agama
1. Kedudukan Pengadilan Agama

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara Hukum
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bertujuan untuk
mewujudkan tata kehidupan bangsa, negara, dan masyarakat yang tertib, bersih,
makmur dan berkeadilan.

Negara menghormati kedudukan para Pejabat Negara, Pejabat
Pemerintahan, dan tokoh masyarakat tertentu dengan suatu pengaturan
keprotokolan. Sedangkan pengaturan keprotokolan secara menyeluruh dilakukan
dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan sebagai upaya
penyesuaian terhadap dinamika yang tumbuh dan berkembang dalam sistem

ketatanegaran, budaya, dan tradisi bangsa.
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Pengadilan Agama merupakan salah satu Lembaga Negara, secara
konstitusional didudukkan sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman
untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di
bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagaimana disebutkan dalam
pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pasal ini dimuat bahwa
kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan
peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum,
lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan
Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Pada pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang
Keprotokolan disebutkan Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga
negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Pejabat
Negara yang secara tegas ditentukan dalam Undang-Undang. Sedangkan pasal 19
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
disebutkan secara tegas bahwa Hakim adalah Pejabat Negara yang melaksanakan
kekuasaan kehakiman, dan dikaitkan dengan pasal 18 Undang-Undang tersebut,
Hakim dimaksud adalah hakim Peradilan Umum, hakim Peradilan Agama, hakim
Peradilan Militer maupun hakim Peradilan Tata Usaha Negara.

Pasal 31 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan
Kehakiman dinyatakan bahwa hakim di bawah Mahkamah Agung merupakan
Pejabat Negara yang melaksanakan kekuasan kehakiman yang berada pada badan
peradilan dibawah Mahkamah Agung.

Yang dimaksudkan sebagai hakim dalam pasal 1 ayat (5) Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah hakim pada
Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada dibawahnya
dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan
Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Dan Ketua pada
pengadilan semua badan peradilan berstatus sebagai hakim.

Sedangkan sesuai dengan beberapa ketentuan diatas yang dimaksud Ketua
Pengadilan semua badan peradilan adalah Ketua Pengadilan Negeri, Ketua
Pengadilan Agama, Ketua Pengadilan Militer dan Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara. Dengan demikian ketua pengadilan agama merupakan salah satu dari
yang dimaksud dalam ketentuan-ketentuan di atas.
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2. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama
Pengadilan Agama Watampone merupakan Pengadilan Tingkat Pertama
yang bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara-
perkara di tingkat pertama di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah
yang dilakukan berdasarkan hukum islam serta waqaf, zakat, infag dan shadagah
serta ekonomi Syari’ah sebagaimana di atur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun

20009.

Tugas Pokok Pengadilan Agama adalah sebagai berikut :

a. Menerima, memeriksa, mengadili, menyelesaikan/memutus setiap perkara yang
diajukan kepadanya sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 14 tahun 1970.

b. Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
adalah Kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan Peradilan
guna menegakkan Hukum dan Keadilan berdasarkan Pancasila, demi
terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

c. Pasal 49 UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama diubah dengan
UU Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua Nomor 50 Tahun 2009 yang
menyebutkan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa,
memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat Pertama antara orang-orang
yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf,
Zakat, Infaq, dan Ekonomi Syari’ah serta Pengangkatan Anak.

d. Pasal 52 (a) menyebutkan Pengadilan Agama memberikan Itsbat Kesaksian
Rukyatul Hilal dan Penentuan Awal Bulan pada tahun Hijriyah.

Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Memberikan pelayanan Tekhnis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan bagi
perkara Tingkat Pertama serta Penyitaan dan Eksekusi.

b. Memberikan pelayanan di bidang Administrasi Perkara banding, Kasasi, dan
Peninjauan Kembali serta Administrasi Peradilan lainnya.

c. Memberikan pelayanan Administrasi Umum pada semua unsur di Lingkungan
Pengadilan Agama.

d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam pada
instansi Pemerintah di daerah Hukumnya apabila diminta.

e. Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan
di luar sengketa antar orang — orang yang beragama Islam.
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f. Waarmerking Akta Keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan
deposito/tabungan dan sebagainya.

g. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum,
memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset / penelitian,

pengawasan terhadap advokat / penasehat hukum dan sebagainya.

C. Strategi Organisasi

Untuk mengakselarasi terwujudnya lembaga yang memberikan jaminan
kepastian bagi penyelenggaraan peradilan dan pelayanan, sangat dipengaruhi oleh
kualitas kinerja aparat peradilan itu sendiri. Dalam konteks itu, maka upaya
peningkatan kualitas Kinerja dan integritas aparat peradilan mutlak dilakukan secara
terus menerus. Semakin tinggi kualitas kinerja dan integritas aparat peradilan,
semakin tinggi pula jaminan kepastian bagi penyelenggaraan peradilan dan pelayanan
publik terhadap lembaga peradilan.

Kebijakan dan strategi yang dilakukan Pengadilan Agama Watampone dalam
peningkatan kualitas kinerja adalah melalui perbaikan sistem manajemen perkara dan
peningkatan kualitas sumber daya aparatur peradilan, yang antara lain outputnya
adalah percepatan penyelesaian perkara secara transparan dan akuntabel. Kualitas
kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat penyelesaian perkara. Dari
segi inilah, espektasi publik, khususnya bagi para pencari keadilan dapat memperoleh
kepastian hukum. Hal-hal yang perlu menjadi fokus perhatian untuk mendukung
kebijakan dan strategi peningkatan kualitas kinerja dan integritas aparat peradilan,
antara lain:

1. Peningkatan kinerja

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam sistem manajemen perkara
yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat
memperoleh kepastian hukum. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung
kebijakan dan strategi peningkatan kinerja adalah :
a. Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi

sesuai dengan kompetensi pengawasan eksternal dan internal.

b. Menguasai Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai bidangnya.

c. Dukungan sarana dan prasarana serta teknologi informasi yang memadai.
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2. Peningkatan kualitas pelayanan publik
Salah satu tolak ukur untuk menilai tinggi rendahnya tingkat kepuasan publik,
khususnya bagi para pencari keadilan terhadap pelayanan peradilan adalah
pelayanan yang berkualitas. Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan
publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
a. Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan dengan mengatur secara jelas
hak dan kewajiban penyelenggara pelayanan maupun penerima layanan.
b. Memiliki mekanisme penanganan pengaduan.
c. Melakukan Survey Kepuasan Masyarakat, minimal sekali dalam setahun.
d. Meningkatkan sarana dan prasarana serta teknologi informasi untuk pelayanan
publik.

D. Permasalahan Utama (Strategic Issued)

Tuntutan percepatan penyelesaian perkara sebagaimana kehendak tujuan
hukum dan asas hukum cepat, sederhana, dan biaya ringan menuntut adanya efisiensi
dan efektivitas pekerjaan. Perkembangan teknologi modern umumnya meningkatkan
kecepatan dan efisiensi penyelesaian suatu pekerjaan. Dengan menggunakan
teknologi tinggi, biaya pekerjaan dapat lebih murah dengan waktu yang lebih cepat.
Namun rasio antara ketersediaan sarana teknologi modern tersebut dengan jumlah
pengguna masih jauh dari cukup. Untuk itu, peningkatan teknologi yang tepat guna
harus dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas semua pekerjaan yang
dilakukan.

Selain itu, terdapat pula pandangan atau image sebagian masyarakat yang
belum sepenuhnya memahami kedudukan Pengadilan Agama sebagai institusi
peradilan yang sejajar dengan institusi peradilan lainnya. Sehingga masih ada yang
menggunakan hak opsi dalam perkara kewarisan, begitu pula jangkauan kewenangan
mengadili dalam hal terjadinya sengketa hak milik dan keperdataan lainnya, termasuk
kewenangan Pengadilan Agama untuk pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam.

Masalah utama yang lain adalah masih lemahnya kesadaran hukum masyarakat
kita. Rendahnya kesadaran hukum yang dimiliki masyarakat merupakan hambatan
serius dalam pencapaian visi dan misi. Oleh karena itu, untuk mengurangi hambatan
tersebut diperlukan adanya upaya-upaya praktis untuk meningkatkan kesadaran
hukum masyarakat.
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Ada empat unsur yang dapat mendukung peningkatan kesadaran dan ketaatan
hukum masyarakat yakni (1) pengetahuan tentang hukum, (2) pengetahuan tentang isi
hukum, (3) sikap hukum, (4) pola perilaku hukum.

Pengetahuan mengenai hukum atau ketentuan merupakan awal dari kesadaran
dan ketaatan terhadap hukum. Meskipun hukum yang hidup dalam masyarakat adalah
hukum agama Islam dan merupakan salah satu bentuk peluang untuk
menyelenggarakan tugas pokok, tetapi sebagian masyarakat masih memisahkan
antara hukum Islam dengan hukum nasional, antara lain dalam bidang perkawinan.

Dalam beberapa kasus terjadi perkawinan, poligami dan perceraian yang tidak
sesuai dengan prosedur hukum yang ditentukan dalam Undang-Undang.
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